
BAB I

PENDAHULUAN

           Bab 1 ini berisi latar belakang masalah yang akan dibahas mengenai pokok permasalahan, yang kemudian dibuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Identifikasi masalah akan dirinci menjadi batasan masalah dan difokuskan kepada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian.
           Selanjutnya dibuat batasan penelitian, yang berisikan tentang keterbatasan penulis selama melakukan penelitian kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah adalah tujuan penelitian untuk menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya dan diakhiri dengan manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional di indonesia merupakan program pemerintah yang terus dijalankan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia baik secara materil maupun spiritual, maka dari itu untuk dapat merealisasikan tujuan program pembangunan tersebut perlu memperhatikan disektor pembiayaan pembangunan yang salah satunya yaitu sektor perpajakan (Rahman, 2011). Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak (Ita Salsalina Lingga, 2012).

Pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya maka kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Tryana A. M. Tiraada, 2013). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrasruktur maupun meningkatkan perekonomiann negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecilnya penerimaan pajak  maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).
Menurut Mardiasmo (2018) dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah dari ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu self assesment system yang berarti bahwa wajib pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri, selain itu juga wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi kepatuhan di indonesia masih rendah, masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dan dari wajib pajak yang terdaftar sebaguan melaporkan kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang terdaftar tapi belum mengetahui kewajibannya untuk melaporkan pajaknya sehingga terdapat wajib pajak yang terkena sanksi karena keterlambatan melaporkan pajaknya, sanksi berupa denda yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat melapor pajaknya (Anita W, 2015). Bentuk berupa denda bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya hingga batas akhir yang ditetapkan, nilai denda antara individu dan lembaga tidaklah sama, untuk wajib pajak individu jika melewati batas 31 maret dikenakan denda Rp 500 ribu sedangkan bagi lembaga yang melewati batas 30 April dikenakan denda Rp 1 juta.
Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap, sebab besarnya tax gap mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak (tax compliance), oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Saragih, 2013). Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Seperti yang dikemukan Surya Manurung (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyaknya perspektif . Tryana (2013) menyebutkan kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.Wajib pajak orang pribadi di Indonesia adalah orang pribadi yang bertempat tinggal  di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT Tahunan ke KPP menurut data Direktorat Jendral Pajak menunjukan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban pajaknya. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jendral Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Di Kantor Pelayana Pajak Pratama Koja Jakarta Utara, terdapat suatu masalah yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Koja Jakarta Utara, dari tahun 2015 jumlah penyampaian pajak adalah 12,73 juta atau 63% dari total wajib pajak terdaftar lapor SPT sebanyak 14,62 juta wajib pajak. Tahun 2016 menurun yaitu penyampaian wajib pajak 10,38 juta wajib pajak atau 62,5% dari total wajib pajak yang terdaftar (Berita Satu).

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari srgi formal dan materil, misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membbayar pajak secara penuh, tapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut dianggap tidak patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.
Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Menurut Rangkuti Silalahi (2014) pelayanan adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. Menurut Siregar (2012) pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Kewajiban fiskus menurut UU perpajakan:

1. Membina wajib pajak

2. Menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar

3. Merahasiakan data wajib pajak

4. Melaksanakan putusan

Hak fiskus menurut UU perpajakan:

1. Menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan

2. Menerbitkan surat ketetapan pajak

3. Menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan

4. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan

5. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi

6. Melakukan penyidikan

7. Melakukan pencegahan

8. Melakukan penyanderaan
Menurut Mardiasmo (2018) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan,dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan (Mardiasmo, 2018):

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.

b. Kesalahan hitung.

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan: Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Waluyo, 2017). Ada pun tujuan lain pemeriksaan pajak (Siti Resmi, 2017):

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

d. Wajib pajak mengajukan keberatan.

e. Pengumpula bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

f. Pencocokan data atau alat keterangan.

g. Penentuan wajib pajak di daerah terpencil.

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.

k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti yang ada pada peneliti-peneliti sebelumnya:
Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Thia Dwi Utami (2013) variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Anna Pertiwi (2014) variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari & Setiawan (2010) variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017) variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Thia Dwi Utami (2013) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Anna Pertiwi (2014) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Imam Suryadi & Sunarti (2016) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan lebih dominan dibandingkan variabel lain. Muliari & Setiawan (2010) variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) variabel sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Imam Suryadi & Sunarti (2016) variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dewi Kusuma Wardani & Erna Wati (2018) variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Miftahudin Hafiz & Suryadi (2018) variabel sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dengan judul: PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI JAKARTA UTARA.
B. Identifikasi Masalah
      Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah:

1. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Sasaran Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah Tujuan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
C. Batasan Masalah
      Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 

3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
D. Batasan Penelitian
      Mengingat terdapat batasan kemampuan, biaya, dan waktu penelitian, maka penulis menbatasi penelitian sebagai berikut:
1. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan.

2. Tempat penelitian adalah Jakarta Utara.

3. Waktu penelitian adalah bulan oktober-desember 2018.
E. Rumusan Masalah

      Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibuat maka perumusan masalah adalah: Apakah Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan?
F. Tujuan Penelitian

      Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.

3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.
G. Manfaat Penelitian

      Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan strategi di masa yang akan datang.

2. Penelitian ini juga berguna bagi para wajib pajak sebagai masukan dalam menjalankan sebagai wajib pajak.

3. Sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat umum mengenai wajib pajak.

4. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan.
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